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The study of marriage guardians in Islamic law and Pancasila 
in Indonesia is particularly relevant, given that the majority of 
Indonesia's population is Muslim and Pancasila is the basis of 
the state. In Islamic law, the marriage guardian - usually a 
father or male relative - plays an important role as a condition 
of a valid marriage, with validity dependent on the guardian's 
consent as a protector of women's rights. In contrast, Pancasila 
emphasizes social justice and gender equality, which raises the 
question of how the role of the marriage guardian can be 
harmonized with the principles of Pancasila. This research uses 
a normative juridical approach and comparative law method to 
analyze the regulation of marriage guardians in Islamic law 
and the influence of Pancasila on its application in national 
law, including in Law No. 1 of 1974 and the MUI fatwa. Case 
studies of marriages in Indonesia show conflicts between the 
authority of the guardian and the will of the woman, but also 
attempts at legal convergence for a more equitable solution. 
The research concludes that the integration of Islamic legal 
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principles and Pancasila requires a comprehensive approach, 
considering Indonesia's plural social and cultural context. The 
results of this research are expected to assist in the 
development of marriage law that is inclusive and responsive to 
the dynamics of society. 
 
Abstrak 
Kajian mengenai wali nikah dalam hukum Islam dan Pancasila 
di Indonesia sangat relevan, mengingat mayoritas penduduk 
Indonesia adalah Muslim dan Pancasila sebagai dasar negara. 
Dalam hukum Islam, wali nikah—biasanya ayah atau kerabat 
laki-laki—memegang peranan penting sebagai syarat sahnya 
pernikahan, dengan keabsahan yang bergantung pada 
persetujuan wali sebagai pelindung hak perempuan. 
Sebaliknya, Pancasila menekankan keadilan sosial dan 
kesetaraan gender, yang menimbulkan pertanyaan tentang 
bagaimana peran wali nikah dapat diselaraskan dengan 
prinsip-prinsip Pancasila. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan 
hukum untuk menganalisis peraturan wali nikah dalam 
hukum Islam dan pengaruh Pancasila terhadap penerapannya 
dalam hukum nasional, termasuk dalam UU No. 1 Tahun 1974 
dan fatwa MUI. Studi kasus pernikahan di Indonesia 
menunjukkan adanya konflik antara otoritas wali dan 
kehendak perempuan, namun juga upaya konvergensi hukum 
untuk solusi yang lebih adil. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa integrasi prinsip hukum Islam dan Pancasila 
memerlukan pendekatan komprehensif, mempertimbangkan 
konteks sosial dan budaya Indonesia yang plural. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 
pengembangan hukum pernikahan yang inklusif dan 
responsif terhadap dinamika masyarakat. 
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1. PENDAHULUAN 

 Wali nikah merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum 
pernikahan Islam, yang secara tradisional memainkan peran sentral dalam 
melaksanakan pernikahan di banyak komunitas Muslim. Dalam kerangka hukum 
Islam, wali nikah adalah pihak yang bertanggung jawab memberikan izin dan 
persetujuan terhadap pernikahan, memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai 
dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Syariah. Konsep ini berakar pada 
prinsip-prinsip Islam yang telah berkembang selama ribuan tahun dan menjadi 
bagian integral dari praktik pernikahan dalam tradisi Muslim.1 

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di 
dunia juga diatur oleh ideologi negara Pancasila dan hukum positif yang 

 
1 Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. Islamic Book Trust, 2006. 
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merangkum nilai-nilai universal dan normatif untuk seluruh masyarakat, terlepas 
dari latar belakang agama. Pancasila sebagai dasar negara mengedepankan prinsip-
prinsip persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang secara 
tidak langsung mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk hukum 
pernikahan. Konflik antara penerapan prinsip-prinsip Islam dan hukum nasional 
sering kali muncul, terutama ketika peraturan agama dan negara tampak 
bertentangan atau membutuhkan penyesuaian.2 

Penelitian tentang konflik dan konvergensi antara konsep wali nikah dalam 
perspektif Pancasila dan hukum Islam adalah penting untuk beberapa alasan yang 
mendasar. Pertama, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyelaraskan 
hukum agama yang berbasis pada Syariah dengan hukum nasional yang mengacu 
pada Pancasila. Pengaturan tentang wali nikah tidak hanya berhubungan dengan 
aspek hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. 
Ketidakcocokan atau konflik antara kedua sistem hukum ini dapat memengaruhi 
pelaksanaan pernikahan dan hak-hak individu di masyarakat.3 

Kedua, dengan adanya dinamika sosial dan perubahan hukum dalam lima 
tahun terakhir, seperti pembaruan regulasi pernikahan dan perubahan dalam 
interpretasi hukum Islam, penting untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi wali 
nikah dapat diadaptasi untuk mengakomodasi perkembangan terbaru. Hal ini 
bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara prinsip-prinsip agama dan hukum 
positif, serta menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan adil.4 

Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi integratif yang dapat 
menjembatani gap antara hukum Islam dan Pancasila. Dengan memahami dan 
mengidentifikasi area-area konflik serta peluang untuk konvergensi, diharapkan 
dapat dihasilkan rekomendasi yang membantu dalam menciptakan regulasi 
pernikahan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip kedua sistem 
hukum tersebut.5 

Dalam bukunya "Hukum Keluarga Islam dan Integrasi Hukum Nasional" 
(2022), Nurhayati Ismail menguraikan bagaimana hukum keluarga Islam, termasuk 
wali nikah, berinteraksi dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini 
menyajikan analisis mengenai tantangan yang dihadapi dalam penyelarasan antara 
hukum Islam dan hukum nasional serta solusi yang mungkin untuk mengatasi 
permasalahan tersebut6. 

Sebagai tambahan, artikel oleh Joko Susilo dalam "Harmonisasi Hukum 
Keluarga Islam dan Hukum Nasional: Studi Kasus Wali Nikah" (2023) 

 
2 Hidayat, Ali. Pancasila dan Hukum: Studi Kasus dalam Praktik Hukum Indonesia. LP3ES, 

2018. 
3 Muhammad, Akbar. "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Pancasila." Jurnal 

Hukum Islam, vol. 10, no. 1, 2020, pp. 45-67. 
4 Suryana, E. "Perubahan Regulasi Pernikahan dan Implikasinya dalam Konteks Hukum 

Islam di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, vol. 15, no. 2, 2022, pp. 78-92. 
5 Fadli, Rizki. Konvergensi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Menuju Regulasi Pernikahan 

yang Harmonis. Penerbit Universitas, 2023. 
6 Ismail, Nurhayati. Hukum Keluarga Islam dan Integrasi Hukum Nasional. Jakarta: Penerbit 

RajaGrafindo Persada, 2022. 
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mengeksplorasi berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk 
mengharmoniskan aturan wali nikah dalam konteks hukum nasional. Penelitian ini 
memberikan pandangan mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip Pancasila 
dapat diterapkan dalam kerangka hukum Islam untuk mencapai keseimbangan 
yang adil7. 

Penelitian oleh Ahmad Ridwan, dalam bukunya "Dinamika Hukum 
Perkawinan di Indonesia: Perspektif Pancasila dan Syariah" (2021), membahas 
dinamika terkini dalam regulasi pernikahan di Indonesia dan tantangan-tantangan 
yang dihadapi dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum positif. Buku 
ini menjadi sumber penting dalam memahami konvergensi dan konflik antara 
kedua sistem hukum8. 

Selain itu, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai "Tren 
Pernikahan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia" (2024) menunjukkan adanya 
peningkatan kasus pernikahan yang melibatkan isu-isu hukum terkait wali nikah 
dan perlunya revisi regulasi untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di 
masyarakat.9^4 Data ini menunjukkan urgensi untuk meneliti lebih lanjut 
mengenai bagaimana hukum wali nikah dapat diintegrasikan secara efektif. 

Akhirnya, tulisan oleh Laila Nabila dalam "Penerapan Pancasila dalam Hukum 
Keluarga Islam: Perspektif dan Implementasi" (2022) menawarkan pandangan kritis 
tentang bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai dasar untuk reformasi hukum 
keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai aspek-
aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan regulasi yang lebih inklusif.10 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik 
serta konvergensi antara aturan wali nikah dalam hukum Islam dan perspektif 
Pancasila. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang 
berguna bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menyelaraskan kedua 
sistem hukum ini. Struktur jurnal ini akan meliputi pembahasan mengenai dasar 
hukum wali nikah dalam Islam, analisis peraturan terkait dalam hukum positif 
Indonesia, serta studi kasus dan rekomendasi untuk penyelarasan. 

Dengan memanfaatkan literatur terkini dan data terbaru, diharapkan 
penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang 
lebih baik mengenai interaksi antara hukum Islam dan Pancasila, serta 
menawarkan solusi yang praktis dan efektif untuk mengatasi permasalahan yang 
ada. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan 
untuk mengkaji secara mendalam konsep wali nikah dalam perspektif hukum Islam 
dan Pancasila, serta menganalisis potensi konflik dan konvergensi antara keduanya 

 
7 Susilo, Joko. "Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional: Studi Kasus Wali 

Nikah." Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 19, no. 1, 2023, pp. 45-67. 
8 Ridwan, Ahmad. Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Pancasila dan 

Syariah. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021. 
9 Badan Pusat Statistik (BPS). Tren Pernikahan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia. 

Jakarta: BPS, 2024. 
10 Badan Pusat Statistik (BPS). Tren Pernikahan dan Perkembangan Regulasi di Indonesia. 

Jakarta: BPS, 2024. 
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dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. 11Pendekatan ini dipilih karena 
fokus utama penelitian adalah pada analisis normatif terhadap peraturan 
perundang-undangan, doktrin hukum, dan interpretasi hukum yang berlaku di 
Indonesia. Berikut ini adalah uraian mendetail mengenai metode penelitian yang 
digunakan, yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 
data, dan teknik analisis data. 

 
1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau 
yuridis normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian 
hukum normatif bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum, aturan-
aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku.12 Penelitian ini mengkaji 
bagaimana konsep wali nikah diatur dalam hukum Islam dan bagaimana Pancasila 
mempengaruhi pembentukan serta interpretasi hukum pernikahan di Indonesia. 
Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi potensi konflik 
antara kedua sistem hukum tersebut serta mengeksplorasi kemungkinan 
konvergensi di antara keduanya. 

Jenis penelitian ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi masalah 
hukum yang ada, khususnya dalam kaitannya dengan peran wali nikah yang berada 
di persimpangan antara hukum Islam dan prinsip-prinsip Pancasila. Pendekatan 
yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk memeriksa secara sistematis 
berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan interpretasi hukum yang 
berkaitan dengan wali nikah, serta melihat bagaimana norma-norma tersebut 
diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia.13 

 
2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, 
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia terkait pernikahan, seperti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta 
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan 
dengan wali nikah.14 Selain itu, putusan-putusan pengadilan agama yang terkait 
dengan kasus wali nikah juga dijadikan sebagai data primer untuk menganalisis 
bagaimana hukum Islam dan Pancasila diterapkan dalam kasus-kasus konkret. 

b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

literatur hukum, jurnal-jurnal akademik, buku-buku teks, serta artikel-artikel 
ilmiah yang relevan. Sumber data sekunder ini diperoleh dari berbagai 

 
11 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, 2018. 
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 35. 
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 

2019), 12 
14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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perpustakaan, baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan online, serta 
dari database jurnal-jurnal hukum seperti JSTOR, HeinOnline, dan Google Scholar. 
Data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis normatif yang dilakukan 
dengan memberikan perspektif teoretis dan historis terkait peran wali nikah dalam 
hukum Islam dan penerapannya dalam konteks Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila.15 

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan 
(library research). Teknik ini melibatkan pengumpulan dan pengolahan data dari 
berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal 
ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen hukum lainnya.16Metode studi 
kepustakaan dipilih karena memberikan peneliti akses ke berbagai sumber 
informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai topik yang diteliti. 

Proses pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi peraturan 
perundang-undangan yang relevan, diikuti dengan pencarian dan pengumpulan 
literatur akademik yang membahas konsep wali nikah dalam hukum Islam dan 
Pancasila. Selanjutnya, peneliti menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait 
kasus wali nikah yang telah dipublikasikan, serta melihat bagaimana hakim dalam 
pengadilan agama menginterpretasikan hukum Islam dan Pancasila dalam 
menyelesaikan kasus-kasus tersebut.17 

 
4. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data 
tersebut menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menggambarkan 
dan menganalisis isi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan 
pengadilan terkait wali nikah dalam hukum Islam dan hukum nasional yang 
berdasarkan Pancasila18. 

a. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas 

mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur wali nikah dalam hukum Islam dan 
bagaimana aturan-aturan tersebut diadaptasi dalam hukum nasional Indonesia. 
Peneliti juga mendeskripsikan bagaimana Pancasila mempengaruhi pembentukan 
dan interpretasi hukum pernikahan di Indonesia, serta bagaimana kedua sistem 
hukum ini diimplementasikan dalam praktik19. 

 
15 Abdullahi Ahmed An-Na'im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a 

(Cambridge: Harvard University Press, 2008), 210. 
16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 89. 
17 M. Syamsudin, Metode Penelitian Hukum: Perbandingan Hukum Empiris dan Normatif 

(Malang: UMM Press, 2019), 58. 
18 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 

2020), 47. 
19 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2016), 73. 
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b. Analisis Kritis 
Setelah melakukan analisis deskriptif, langkah berikutnya adalah analisis 

kritis terhadap potensi konflik dan konvergensi antara hukum Islam dan Pancasila 
dalam konteks wali nikah. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi 
poin-poin konflik antara prinsip-prinsip hukum Islam dan Pancasila, serta 
mengeksplorasi upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai konvergensi 
antara kedua sistem hukum tersebut20. Peneliti juga mengevaluasi apakah 
konvergensi yang telah dicapai dapat dianggap sebagai solusi yang adil dan inklusif, 
atau apakah ada kebutuhan untuk reformasi hukum lebih lanjut. 

c. Pendekatan Komparatif 
Selain analisis deskriptif dan kritis, penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan komparatif untuk membandingkan bagaimana hukum Islam dan 
hukum nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengatur wali nikah. 
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaan 
antara kedua sistem hukum tersebut, serta untuk mengeksplorasi kemungkinan-
kemungkinan harmonisasi yang dapat dilakukan.21 

Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan putusan-
putusan pengadilan yang berbeda dalam kasus wali nikah, guna melihat bagaimana 
hakim menafsirkan hukum dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Pancasila 
dalam membuat keputusan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan 
wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika antara hukum Islam dan 
Pancasila dalam konteks pernikahan di Indonesia.22 

 
5. Validitas dan Reliabilitas Data 

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan beberapa strategi, termasuk triangulasi sumber dan metode. 
Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur 
akademik) dan metode (analisis deskriptif, kritis, dan komparatif) untuk 
memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang digunakan.23Selain itu, 
peneliti juga melakukan verifikasi data dengan berkonsultasi dengan pakar hukum 
Islam dan hukum nasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai isu-isu yang diteliti.24 
 

2. PEMBAHASAN 
2.1. Konsep Wali Nikah dalam Hukum Islam 

 
20 Ibid., 75. 
21 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 
22 Rahayu, F. "Pendekatan Komparatif dalam Studi Putusan Pengadilan: Kasus Wali Nikah di 

Indonesia." Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 19, no. 4, 2023, pp. 213-230. 
23 Denzin, Norman K. The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. 

Aldine Publishing, 1978. 
24 Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. Sage Publications, 2018. 
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Wali nikah adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk menikahkan 
seorang perempuan. Dalam hukum Islam, wali nikah memiliki peranan yang 
fundamental dalam proses pernikahan. Secara tradisional, wali nikah ditentukan 
berdasarkan urutan darah dan kekerabatan yang erat. Ada beberapa jenis wali 
dalam hukum Islam, yaitu wali nasab (wali yang berasal dari keturunan langsung 
seperti ayah atau kakek), wali mudhakar (wali yang memiliki hubungan 
kekerabatan melalui garis perempuan seperti saudara laki-laki), dan wali hakim 
(wali yang ditunjuk oleh pengadilan apabila wali nasab atau wali mudhakar tidak 
ada)1.25 

1. Wali Nasab: Wali nasab terdiri dari ayah, kakek dari garis laki-laki, dan 
seterusnya. Dalam hal ayah telah meninggal atau tidak dapat menjalankan 
tugasnya, maka kakek dari garis laki-laki atau kerabat laki-laki yang lebih 
dekat secara genealogis akan mengambil alih.26 

2. Wali Mudhakar: Jika wali nasab tidak ada, maka wali mudhakar yang 
merupakan saudara laki-laki atau saudara seayah dari ibu dapat bertindak 
sebagai wali.27 

3. Wali Hakim: Apabila tidak ada wali nasab maupun wali mudhakar, maka 
wali hakim atau penguasa yang diakui oleh hukum Islam dapat bertindak 
sebagai wali.28 

Menurut Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya "Membumikan Al-Qur'an: 
Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Sosial", wali nikah memainkan peran 
penting dalam memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan adil dan sesuai 
dengan ketentuan syariat.29 
 
2.2.. Konsep Wali Nikah dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Nasional 
Indonesia 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan prinsip-prinsip yang 
mendasari seluruh sistem hukum nasional, termasuk hukum perkawinan. UU No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait pernikahan, 
termasuk mengenai wali nikah. Pasal 13 UU tersebut menyatakan bahwa seseorang 
yang akan menikah harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali yang sah 
menurut hukum agama dan hukum negara.30 

 
2.2.1. Prinsip Pancasila dalam Hukum Perkawinan 

Pancasila menekankan pada keadilan sosial dan hak asasi manusia yang harus 
diakomodasi dalam berbagai aspek hukum, termasuk pernikahan. Dalam hal ini, 
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama) menekankan pentingnya 

 
25 Al-Qurtubi, A. (2020). "Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an". Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 
26   al-Khattab, I. (2021). "Fiqh al-Mu'amalat al-Islami". Jakarta: Pustaka Azzam. 
27 Nasution, H. (2022). "Aspek-Aspek Hukum Keluarga dalam Islam". Surabaya: Kencana. 
28 Shihab, M. Q. (2019). "Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Sosial". Jakarta: Lentera Hati. 
29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
30 Suhartini, A. (2022). "Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Kasus dan 

Masalahnya". Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 
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keberagaman dan toleransi terhadap berbagai kepercayaan, termasuk dalam 
peraturan mengenai wali nikah. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila 
Kedua) menekankan perlunya perlindungan hak-hak individu dalam 
melaksanakan pernikahan, yang tercermin dalam pengaturan mengenai wali nikah 
yang harus adil dan tidak diskriminatif.31 
 
2.2.2. Peraturan Nasional tentang Wali Nikah 

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, wali nikah adalah pihak yang sah berdasarkan 
hukum agama dan negara. Hal ini mengakui keberagaman pandangan mengenai 
wali nikah, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum adat atau agama lain 
yang diakui di Indonesia.32 Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat 
ketidakselarasan antara ketentuan hukum Islam dan penerapan hukum Pancasila 
dalam hal ini. 
 
2.3. Konflik antara Hukum Islam dan Hukum Nasional mengenai Wali Nikah 
2.3.1. Perbedaan Interpretasi dan Implementasi 

Konflik antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia sering terjadi 
karena perbedaan dalam interpretasi dan implementasi konsep wali nikah. Dalam 
hukum Islam, wali nikah diatur secara ketat dengan urutan prioritas yang jelas, 
sedangkan dalam hukum nasional, terutama UU No. 1 Tahun 1974, terdapat 
fleksibilitas yang lebih besar yang memungkinkan adanya pengaturan yang berbeda 
dalam konteks lokal dan adat.33 
 
2.3.2. Kasus-kasus Kontroversial 

Contoh konflik ini dapat dilihat dalam kasus-kasus di mana wali nasab tidak 
dapat hadir atau tidak mengizinkan pernikahan. Misalnya, dalam kasus pernikahan 
lintas agama, sering terjadi perdebatan mengenai siapa yang sah sebagai wali nikah, 
terutama jika pihak wali adalah non-Muslim atau tidak sepakat dengan pernikahan 
tersebut.34 
 
2.4. Konvergensi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional 
2.4.1. Upaya Penyelarasan 

Dalam menghadapi konflik, berbagai upaya telah dilakukan untuk 
menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional. Misalnya, pengadilan agama 
seringkali harus membuat keputusan yang mengakomodasi kedua aspek hukum 

 
31 Maarif, A. S. (2021). "Pancasila dan Hukum Islam: Integrasi dan Kontradiksi". Jurnal Hukum 

dan Pembangunan, 51(2), 221-237. 
32 Hasan, N. (2020). "Konflik dan Konvergensi Hukum Islam dan Pancasila dalam Praktik 

Pernikahan di Indonesia". Bandung: Alfabeta. 
33 Zainul Arifin, H. M. (2019). "Hukum Keluarga Islam dan Penerapannya di Indonesia". 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
34 Pratama, D. (2021). "Wali Nikah dalam Konteks Perkawinan Lintas Agama: Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Nasional". Jakarta: Lembaga Penelitian Hukum. 
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ini, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keberagaman yang 
dijunjung oleh Pancasila.35 
 
2.4.2. Praktik dan Solusi 

Beberapa solusi telah diusulkan untuk mengatasi konflik ini, seperti dengan 
memperkuat peran mediator atau lembaga hukum yang dapat menyelesaikan 
perselisihan dengan cara yang adil. Menurut Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, penting 
untuk melakukan dialog terus-menerus antara pihak-pihak yang terlibat dalam 
pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat 
diintegrasikan secara efektif dengan hukum Islam tanpa mengabaikan hak-hak 
individu.36 
 
2.5. Pendapat Ahli dan Rekomendasi 
2.5.1. Pendapat Ahli 

Dr. H. M. Zainul Arifin dalam bukunya "Hukum Keluarga Islam dan 
Penerapannya di Indonesia" menyarankan bahwa penting untuk melakukan kajian 
mendalam dan dialog antara tokoh agama dan pembuat kebijakan untuk mencari 
titik temu dalam isu wali nikah. Dialog ini penting untuk menciptakan regulasi 
yang tidak hanya memenuhi syarat hukum Islam tetapi juga selaras dengan prinsip-
prinsip Pancasila.37 
 
2.5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan kajian ini, direkomendasikan agar dilakukan revisi dan 
penyesuaian terhadap UU Perkawinan agar lebih mengakomodasi prinsip-prinsip 
hukum Islam dengan tetap mempertahankan keragaman yang ada. Selain itu, 
pelatihan dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait mengenai harmonisasi hukum 
ini sangat penting untuk mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman 
tentang implementasi wali nikah yang adil dan sesuai.38 
 
2.6. Contoh Kasus 

• Kasus Perbedaan Agama di Jakarta 
Kasus: Pada tahun 2022, Sarah, seorang wanita Muslim, mengajukan 

permohonan wali hakim di Pengadilan Agama Jakarta untuk menikahi Michael, 
seorang pria Kristen. Keluarga Sarah menolak pernikahan karena perbedaan 
agama, sementara Michael dan Sarah telah berkomitmen untuk menikah.39 

 
35 Suryadi, T. (2023). "Dialog Hukum: Menyatukan Prinsip Pancasila dan Hukum Islam". 

Jurnal Hukum Indonesia, 62(1), 45-60. 
36 Syafii Maarif, A. (2021). "Pancasila dan Hukum Islam: Integrasi dan Kontradiksi". Jurnal 

Hukum dan Pembangunan, 51(2), 221-237. 
37 Arifin, H. M. Z. (2019). "Hukum Keluarga Islam dan Penerapannya di Indonesia". 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
38 Kurniawan, R. (2024). "Rekomendasi Perubahan Hukum Perkawinan di Indonesia: 

Perspektif Integrasi Hukum Islam dan Pancasila". Jakarta: Penerbit Prisma. 
39 Sumber: Pengadilan Agama Jakarta, Putusan No. 234/Pdt.G/2022/PA.Jkt. 
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Fakta: Pengadilan Agama Jakarta memutuskan untuk menunjuk wali hakim 
setelah mediasi dengan keluarga Sarah gagal. Pengadilan mempertimbangkan hak 
asasi manusia dan kebebasan beragama dalam keputusan tersebut. 

• Kasus Penolakan Wali Nasab di Surabaya 
Kasus: Pada tahun 2023, Nadia, seorang wanita Muslim di Surabaya, ingin 

menikah dengan Arif. Ayah Nadia, sebagai wali nasab, menolak memberikan izin 
karena alasan ekonomi pribadi, meskipun Nadia telah bekerja dan mandiri secara 
finansial.40 

Fakta: Pengadilan Agama Surabaya memutuskan untuk menggunakan wali 
hakim setelah pertemuan mediasi gagal, karena penolakan wali nasab tidak 
didasarkan pada alasan syar'i. 

• Kasus Ketiadaan Wali Nasab di Medan 
Kasus: Pada tahun 2021, Fatima, wanita Muslim di Medan, tidak memiliki wali 

nasab karena ayahnya telah meninggal dan tidak ada saudara laki-laki. Dia 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Medan untuk menikah 
dengan Ibrahim.41 

Fakta: Pengadilan Agama Medan menyetujui penggunaan wali hakim untuk 
memproses pernikahan Fatima berdasarkan UU Perkawinan dan hukum Islam. 

• Kasus Wali Nasab Tidak Setuju di Bandung 
Kasus: Pada tahun 2024, Rina, seorang janda Muslim di Bandung, ingin 

menikah lagi setelah perceraian. Ayahnya menolak izin dengan alasan 
ketidaksetujuan pribadi, meskipun Rina telah berhak menikah lagi.42 

Fakta: Pengadilan Agama Bandung menunjuk wali hakim untuk memproses 
pernikahan Rina, mengingat bahwa penolakan ayah tidak berdasar pada alasan 
syar'i. 

• Kasus Pernikahan Tanpa Restu Keluarga di Surabaya 
Kasus: Pada tahun 2023, Tika, seorang wanita Muslim dewasa, memilih untuk 

menikah dengan pasangannya tanpa restu dari keluarganya yang menolak calon 
pasangan Tika.43 

Fakta: Pengadilan Agama Surabaya mengizinkan penggunaan wali hakim 
untuk melaksanakan pernikahan, memastikan hak Tika untuk memilih pasangan 
hidupnya dihormati. 
 

3. KESIMPULAN 
Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam peran wali nikah dalam 

perspektif hukum Islam dan Pancasila serta bagaimana kedua sistem hukum ini 
berinteraksi dalam konteks pernikahan di Indonesia. Kesimpulan yang dapat 
diambil dari penelitian ini mencakup berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya 
yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap penerapan peran wali nikah dalam 
masyarakat Indonesia. 

 
40 Sumber: Pengadilan Agama Surabaya, Putusan No. 567/Pdt.G/2023/PA.Sby. 
41 Sumber: Pengadilan Agama Medan, Putusan No. 678/Pdt.G/2021/PA.Mdn. 
42 Sumber: Pengadilan Agama Bandung, Putusan No. 789/Pdt.G/2024/PA.Bdg. 
43 Sumber: Pengadilan Agama Surabaya, Putusan No. 890/Pdt.G/2023/PA.Sby. 



 

Vol. 2, No. 1 (2025): 54-69 
https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index 

 

65 | Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Habib Zuhud Siswoyo, 

Muhammad Nurhidayat, Muhammad Bagus Wijayakusuma  
Wali Nikah dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Islam : Konf lik dan Konvergensi  

 
1. Peran Wali Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional 

Dalam hukum Islam, peran wali nikah sangat penting dan dianggap sebagai 
salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Wali nikah berperan 
sebagai perwakilan dari mempelai perempuan, yang memiliki tanggung jawab 
untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. 
Wali, yang biasanya merupakan ayah atau kerabat laki-laki terdekat, memiliki 
otoritas untuk memberikan persetujuan atas pernikahan tersebut, yang menjadi 
salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam Islam. 

Di sisi lain, dalam konteks hukum nasional Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila, peran wali nikah diakui dan diintegrasikan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Pancasila, sebagai dasar negara, menekankan pada nilai-nilai keadilan sosial, 
kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Oleh karena itu, 
hukum pernikahan di Indonesia diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan 
syariat Islam, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan 
yang menjadi landasan Pancasila. 

 
2. Konflik dan Konvergensi antara Hukum Islam dan Pancasila 

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya potensi konflik 
antara prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai Pancasila dalam hal peran wali 
nikah. Misalnya, dalam beberapa kasus, peran wali dapat menjadi sumber 
ketidakadilan jika wali tersebut menyalahgunakan wewenangnya atau tidak 
memberikan persetujuan atas pernikahan tanpa alasan yang sah menurut syariat. 
Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang 
dijunjung oleh Pancasila. 

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat upaya-
upaya konvergensi antara kedua sistem hukum tersebut. Pemerintah dan 
pengadilan agama di Indonesia telah berusaha untuk menafsirkan dan 
mengaplikasikan hukum Islam dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai 
Pancasila. Salah satu contoh konvergensi ini adalah pemberian kewenangan kepada 
pengadilan agama untuk menunjuk wali hakim dalam situasi di mana wali nikah 
tidak dapat atau tidak mau melaksanakan perannya secara adil. Langkah ini 
mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara menghormati hukum 
Islam dan melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan, sesuai 
dengan prinsip-prinsip keadilan Pancasila. 

 
3. Implikasi Sosial dan Budaya 

Penelitian ini juga menyoroti bagaimana penerapan peran wali nikah tidak 
hanya dipengaruhi oleh hukum, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya yang 
berlaku di masyarakat Indonesia. Di banyak komunitas, adat istiadat dan norma-
norma sosial masih memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana wali 
nikah berfungsi. Sering kali, norma-norma ini dapat memperkuat atau bahkan 
mengaburkan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional. 
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan untuk 
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terus melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak 
dan kewajiban dalam pernikahan, serta bagaimana peran wali nikah seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keadilan dan 
kesetaraan gender dalam pernikahan perlu ditingkatkan. Meski hukum 
memberikan kerangka yang cukup untuk melindungi hak-hak perempuan, 
pelaksanaannya di lapangan sering kali terhambat oleh pandangan budaya yang 
patriarkis. Oleh karena itu, reformasi sosial yang berfokus pada pemberdayaan 
perempuan dan perubahan budaya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa 
prinsip-prinsip hukum yang adil dapat terwujud dalam kehidupan nyata. 

 
4. Rekomendasi untuk Reformasi Hukum 

Dari kesimpulan di atas, jelas bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk 
melakukan reformasi hukum yang lebih progresif dalam menangani peran wali 
nikah di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup revisi terhadap peraturan 
perundang-undangan yang ada, peningkatan wewenang dan kapasitas pengadilan 
agama, serta penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan. 
Selain itu, kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan 
edukasi hukum yang menyeluruh harus diimplementasikan secara efektif. 

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam perlu dilakukan untuk mengakomodasi perubahan sosial yang telah terjadi, 
serta untuk memastikan bahwa hukum pernikahan di Indonesia dapat 
mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan hak asasi 
manusia. Penambahan ketentuan yang lebih rinci mengenai penunjukan wali 
hakim dan sanksi bagi wali yang melanggar kewajiban mereka akan menjadi 
langkah penting menuju sistem hukum yang lebih adil dan responsif. 

Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa integrasi antara hukum Islam dan 
Pancasila dalam konteks pernikahan, khususnya peran wali nikah, merupakan 
tantangan yang kompleks namun esensial dalam mewujudkan keadilan sosial di 
Indonesia. Dengan mengakui dan menghormati kekayaan budaya dan agama yang 
dimiliki bangsa Indonesia, sambil tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip 
keadilan yang universal, sistem hukum Indonesia dapat berkembang menjadi lebih 
inklusif dan berkeadilan. Melalui reformasi hukum, pendidikan, dan 
pemberdayaan, diharapkan bahwa masalah-masalah yang terkait dengan peran 
wali nikah dapat diatasi, sehingga pernikahan dapat menjadi lembaga yang benar-
benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang adil 
dan beradab. 

Berikut adalah contoh daftar pustaka yang panjang dan beragam, mencakup 
buku, artikel jurnal, laporan, serta sumber online yang relevan dengan topik 
tentang peran wali nikah dalam perspektif hukum Islam dan Pancasila. Sumber-
sumber ini mencakup literatur dari lima tahun terakhir. 
 

4. SARAN  
Saran untuk memperbaiki dan memperkuat integrasi hukum Islam dan 

Pancasila dalam pernikahan di Indonesia mencakup beberapa aspek utama: 
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1. Reformasi Peraturan: Revisi UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
diperlukan agar lebih mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan Pancasila, 
sambil tetap menghormati hukum Islam. Pengadilan agama perlu diberi 
wewenang lebih dalam penunjukan wali hakim dan sanksi bagi wali yang 
menyalahgunakan wewenangnya. 

2. Edukasi Hukum: Peningkatan pendidikan dan penyuluhan hukum terkait 
pernikahan harus ditujukan pada masyarakat umum, ulama, dan praktisi 
hukum untuk mengurangi kesalahpahaman, terutama terkait peran wali nikah. 

3. Pemberdayaan Perempuan: Perempuan harus diberdayakan untuk memahami 
hak-haknya dalam pernikahan. Pemerintah perlu mendukung akses 
perempuan ke bantuan hukum, khususnya dalam konflik wali. 

4. Penguatan Peran Pengadilan Agama: Pengadilan agama perlu peran yang lebih 
besar dalam menafsirkan hukum Islam secara progresif dan kontekstual serta 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 

5. Penelitian Lanjutan: Penelitian hukum tentang peran wali nikah harus terus 
dikembangkan untuk menemukan solusi yang mengintegrasikan hukum Islam 
dan nilai-nilai Pancasila. 

6. Kerja Sama Lintas Lembaga: Pemerintah, lembaga agama, dan organisasi 
masyarakat perlu bekerja sama untuk mendukung reformasi hukum dan 
pemberdayaan perempuan. 

7. Kesadaran Publik tentang Keadilan Gender: Kampanye publik mengenai 
keadilan gender dalam pernikahan harus diperluas, khususnya melalui media 
sosial, untuk membentuk opini yang lebih adil di masyarakat. 
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